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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPD RI
selaku Sekretaris Jenderal DPD RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini  dalam rangka mencapai  target  kinerja  jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen  perencanaan.  Keberhasilan  dan  kegagalan  pencapaian  target  kinerja  tersebut  menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi

                                                                                                               Jakarta, 6 Agustus 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
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REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI Nilai RB General (P311) 73,79

2
Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola
pemerintah Nilai RB Tematik (P312) 8,18

Program/Kegiatan Anggaran

A. Dukungan Manajemen  Rp        619.353.456.000
1. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia  Rp             9.265.500.000

2. Pengelolaan perencanaan dan keuangan  Rp        173.317.380.000

3. Pengelolaan  keuangan  keanggotaan  DPD,  operasional
persidangan dan rapat-rapat

 Rp        315.155.514.000

4. Pengelolaan sistem dan teknologi  Rp          17.241.676.000
5. Pengelolaan komunikasi dan informasi  Rp          12.800.000.000

6. Pengelolaan dukungan administrasi di daerah pemilihan  Rp          35.805.216.000

7. Pengelolaan layanan umum, sarana dan prasarana di kantor
pusat

 Rp          52.893.170.000

8. Pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal  Rp             2.875.000.000
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